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PENGERTIAN HAKI

Hak Kekayaan Intelektual atau yang biasa disebut denganHAKI adalah hak
yang didapatkan dari hasil olah pikir manusia untuk dapat menghasilkan suatu produk,
jasa, atau proses yang berguna untuk masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa
HAKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas
intelektual. Objek yang diatur dalam kekayaan intelektual berupa karyayang
dihasilkan oleh kemampuan intelektual manusia. Istilah HAKI di dapat dari Intellectual
Property Right (IPR)yang telah diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1994 mengenai
pengesahan WTO.

FUNGSI DAN TUJUAN HAKI

Berikut ini adalah fungsi dan tujuan utama dari diciptakan nya HAKI,
antara lain :

e Sebagai perlindungan hukum terhadap pencipta yang dipunyai perorangan
ataupun kelompok atas jerih payahnya dalam pembuatanhasil cipta karya
dengan nilai ekonomis yang terkandung di dalamnya..

e Mengantisipasi dan juga mencegah terjadinya pelanggaran atas HAKI milik
orang lain.

e Meningkatkan kompetisi, khususnya dalam hal komersialisasi kekayaan
intelektual. Karena dengan adanya HAKI akan mendorong para pencipta untuk
terus berkarya dan berinovasi, dan bisa mendapatkan apresiasi dari
masyarakat.

e Dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan strategi

penelitian, industri yang ada di Indonesia

DASAR HUKUM HAKI

Dasar hukum mengenai Hak Kekayaan Intelektual cakupanya cukup luas,
berikut adalah beberapa di antaranya :
e UU Nomor 19/2002 diganti oleh UU No. 28/2014 Tentang Hak Cipta.Berisi

tentang hak cipta, pencipta, perlindungan hak cipta, dan juga ciptaan yang

dilindungi.




UU Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Paten.Berisi tentang inventor dan

juga pemegang hak paten.

e UU Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Berisi tentang merek, merek dagang,
merek jasa, merek kolektif, dan jangka waktu perlindungan terhadap merek.

e UU Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.Berisi tentang desain
industri, dan jangka waktu perlindungannya.

e UU Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang. Berisi tentang rahasia

dagang, lingkup rahasia dagang, dan juga perlindungan terhadap rahasia

dagang.

PRINSIP HAKI

HAKI memiliki empat prinsip yang sudah diterapkan sejak awal, yaitu :

1. PRINSIP EKONOMI
HAKI memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang dapat memberikan
keuntungan terhadap pemilik hak cipta.

2. PRINSIP KEBUDAYAAN
HAKI meningkatkan pengembangan kebudayaan baik dari ilmu
pengetahuan maupun aspek lainya dan meningkatkan taraf kehidupan
bagi masyarakat.

3. PRINSIP KEADILAN
HAKI memiliki kekuasaan dalam penggunaan hak terhadap karya cipta
miliknya, dan tidak dapat dimanfaatkan tanpa izin dari pemilik hak cipta.

4. PRINSIP SOSIAL
HAKI merupakan suatu kesatuan yang dibuat dengan memikirkan

keseimbangan antara kepentingan individu dan juga masyarakat luas.

PERTUMBUHAN EKONOMI SUATU NEGARA SANGAT BERKAITAN
ERAT DENGAN PERLINDUNGAN HKI NYA

Semakin terbuka sistem perekonomian suatu negara, maka perlindungan HKI akan
memainkan peranannya dalammendukung pertumbuhan ekonomi negara tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian Gould dan Gruben (1996),dalam penelitiannnya di 95

negara maju dan berkembangdari tahun 1960-1988, ditemukan data bahwa semakin




kuat perlindungan HKI di suatu negara, maka akan memberikan dampak yang sangat
signifikan terhadap perekonomian pada negara-negara yang menerapkan sistem
perekonomian yang terbuka. Hubungan keterbukaan ekonomi dengan pertumbuhan
ekonomi bisa dilihat pada tabel dibawah ini :

e Pada tahun 1999 negara Korea Selatan adalah negara yang memiliki tingkat
pertumbuhan ekonomi tertinggi di antara negara ASEAN+3 yaitu 9,49 % ,
sedangkan pada tahun 2008 negara Cina merupakan negara dengan tingkat
pertumbuhan ekonomi tertinggi di antara negara ASEAN+3 yaitu 9,60 %.

e Tingginya pertumbuhan ekonomi Cina pada tahun 2008 tersebut, berkorelasi
positif dengan tingginya jumlah permohonan perlindungan Paten Cina melalui
WIPO, yaitu sebanyak 289.838 permohonan, dan permohonan perlindungan
Paten Sederhana yaitu sebanyak 225.586 permohonan, tingginya permohonan
perlindungan Paten Sederhana, menempatkan Cina sebagai negara terbanyak
dalam mengajukan permohonan perlindungan Paten Sederhananya pada
tahun 2008, lebih tinggi dari Jerman (17.067 permohonan) dan Korea Selatan
(17.405 permohonan).

e Tingginya pertumbuhan ekonomi Cina pada tahun 2008, disebabkan pula
olehkontribusi sektor swastanya, yaitu dua perusahaan besar Cina, Huwawei
danZTE. Berdasarkan data, pemohonan Paten berdasarkan sistem PCT5
padatahun2008, diketahui bahwa perusahaan Huwawei memiliki jumlah
permohonan Paten terbanyak vyaitu sebanyak 1.73Jumlah permohonan
perlindungan Merek Dagang Cina pada tahun 2008, adalah sebanyak 669.088
permohonan, lebih tinggi dari

e Jumlah permohonan perlindungan Merek Dagang dari Amerika Serikat, yaitu
sebanyak 294.070 permohonan. Tingginya jumlah permohonan perlindungan
Merek Dagang dari Cina pada tahun 2008, menempatkan Cina sebagai negara
terbanyak dalam hal pendaftaran Merek Dagangnya. Semakin banyaknya
pendaftaranMerek Dagang Cina, mengindikasikan banyaknya sektor-sektor
usaha baru tumbuh di Cina. Tumbuhnya sektor usaha baru ini mengakibatkan
semakin berkembangnya perekonomia Cina pada tahun 2008, sehingga

menjadikan Cina sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi

diantara negara ASEAN+3.




Pada tahun 2008, Indonesia adalah negara di ASEAN dengan tingkat
pertumbuhan ekonomi tertinggi yaitu sebesar 6,01 %, tingginya pertumbuhan
ekonomi Indonesia pada tahun 20ini diakibatkan oleh tingginya tingkat
konsumsi dalam negeri, sehingga mendorong PDBuntuk terus naik. Tingginya
tingkat pertumbuhan ekonomi ini lebih diakibatkan oleh kuatnya struktur pasar
dalam negeri, dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi berbasis HKI
seperti yang dilakukan oleh negara Cina

Berdasarkan data diatas, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki peranan
yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara.
Oleh karena itu, maka peran pemerintah untuk memperkuat perlindungan HKI
di dalam negeri harus terus ditingkatkan, agar dengan semakin kuatnya
perlindungan HKI, akan membawa efek terhadap kemajuan riset teknologi

serta tumbuhnya usaha-usaha baru di dalam negeri, yang akan

menopangpertumbuhan ekonomi Indonesia berbasiskan pengetahuan.
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HAK CIPTA

Di industri ekonomi kreatif, pelanggaran hak cipta sangat mungkin terjadi. Tidak
jarang sebuah karya disalahgunakan oleh orang lain untuk tujuan tidak baik atau
tujuankomersial tanpa seizin pencipta. Oleh karena itu, negara melalui Direktorat
Jenderal Kekayaan Intelektual memberikan perlindungan secara hukum atas karya
atau ciptaan dengan pencatatan hak cipta. Pencatatan hak cipta atas suatu karya
bukanlah kewajiban. Pada dasarnya, hak cipta lahir secara otomatis pada saat karya
diciptakan. Namun, untuk memperkuat bukti kepemilikan atas hak cipta, pekerja
kreatif atau pencipta karya sebaiknya melindungi hasil ciptaannya dengan
mengajukan permohonan pencatatan ciptaan ke Menteri Hukum dan HAM.

Setelah permohonan diajukan, ciptaan akan diperiksa dan dicatatkan dalam daftar
umum ciptaan yang dapat diakses masyarakat umum. Setiap hasil karyanya datri risiko
penyalahgunaan oleh pihak lain. Sebab bisa saja pelanggaran tersebut menghalangi
hak-hak ekonomi pihak yang terlibat dalam kelahiran sebuah karya. Sehingga apabila
suatu saat terjadi pelanggaran yang merugikan pencipta, hak cipta yang telah
dicatatkan tersebut dapat digunakan sebagai bukti di persidangan. Sebagai hak yang
dimiliki oleh pencipta, maka hak ini dapat dialihkan atau digunakan oleh pihak lain
dengan memberikan imbalan kepada pencipta atas penggunaan hak tersebut yang
disebut dengan lisensi. Imbalan yang diterima oleh pemegang hak cipta inilah yang

dikenal dengan istilah royalti.

PENJELASAN UMUM UU HAK CIPTA

Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang
memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu
pengetahuan, seni dan sastra (art and literary) yang di dalamnya mencakup pula
program komputer. Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan
Indonesia dan berbagai negara dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan
komunikasi mengharuskan adanya pembaruan Undang-Undang Hak Cipta,
mengingat Hak Cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional. Dengan
Undang-Undang Hak Cipta yang memenuhi unsur pelindungan dan pengembangan

ekonomi kreatif ini maka diharapkan kontribusi sektor Hak Cipta dan Hak Terkait bagi

perekonomian negara dapat lebih optimal.




Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi salah satu
variabel dalam Undang-Undang tentang Hak Cipta ini, mengingat teknologi informasi
dan komunikasi di satu sisi memiliki peran strategis dalam pengembangan Hak Cipta,
tetapi di sisi lain juga menjadi alat untuk pelanggaran hukum di bidang ini. Pengaturan
yang proporsional sangat diperlukan, agar fungsi positif dapat dioptimalkan dan
dampak negatifnya dapat diminimalkan. Langkah Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia dan Pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang
Hak Cipta dengan Undang-Undang ini adalah upaya sungguh-sungguh dari negara
untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral Pencipta dan pemilik Hak Terkait
sebagai unsur penting dalam pembangunan kreativitas nasional. Teringkarinya hak
ekonomi dan hak moral dapat mengikis motivasi para Pencipta dan pemilik Hak Terkait
untuk berkreasi. Hilangnya motivasi seperti ini akan berdampak luas pada runtuhnya
kreativitas makro bangsa Indonesia. Bercermin kepada negara-negara maju tampak
bahwa pelindungan yang memadai terhadap Hak Cipta telah berhasil membawa
pertumbuhan ekonomi kreatif secara signifikan dan memberikan kontribusi nyata bagi
perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

Dengan memperhatikan hal tersebut maka perlu mengganti Undang-Undang
Hak Cipta dengan yang baru, yang secara garis besar mengatur tentang:

e Pelindungan Hak Cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang sejalan dengan
penerapan aturan di berbagai negara sehingga jangka waktu pelindungan Hak
Cipta di bidang tertentu diberlakukan selama hidup pencipta ditambah 70 (tujuh
puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia.

e Pelindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi para Pencipta dan/atau
Pemilik Hak Terkait, termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi dalam
bentuk jual putus (sold flat).

e Penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase atau
pengadilan, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana.

e Pengelola tempat perdagangan bertanggung jawab atas tempat penjualan
dan/atau pelanggaranHak Cipta dan/atau Hak Terkait di pusat tempat
perbelanjaan yang dikelolanya.

e Hak Cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek

jaminan fidusia.




e Menteri diberi kewenangan untuk menghapus Ciptaan yang sudah dicatatkan,
apabila Ciptaan tersebut melanggar norma agama, norma susila, ketertiban
umum, pertahanan dan keamanan negara, serta ketentuan peraturan
perundang-undangan.

e Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga
Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan atau Royalti.

e Pencipta dan/atau pemilik Hak Terkait mendapat imbalan Royalti untuk Ciptaan
atau produk Hak Terkait yang dibuat dalam hubungan dinas dan digunakan
secara komersial.

e Lembaga Manajemen Kolektif yang berfungsi menghimpun dan mengelola hak
ekonomi Pencipta dan pemilik Hak Terkait wajib mengajukan permohonan izin
operasional kepada Menteri.

e Penggunaan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam sarana multimedia untuk

merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Hak Cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah
hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif
setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Indonesia mengalami
banyak perubahan dalam Undang-Undang mengenai Hak Cipta.

Sejak UU Nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta, UU Nomor 7 tahun 1987 tentang
Perubahan UU 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta, UU Nomor 12 tahun 1987 tentang
Perubahan UU Nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah
dengan UU Nomor 7 tahun 1987 tentang Perubahan UU 6 tahun 1982 tentang Hak
Cipta, kemudian dicabut dan diubah dengan UU Nomor 19 tahun 1982 tentang Hak
Cipta, dan terakhir hingga saat sekarang ini adalah UU Nomor 28 tahun 2014 tentang
Hak Cipta.

UU Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta secara umum mengatur tentang:

e Pelindungan Hak Cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang sejalan dengan

penerapan aturan di berbagai negara sehingga jangka waktu pelindungan Hak
Cipta di bidang tertentu diberlakukan selama hidup pencipta ditambah 70 (tujuh

puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia.



e Pelindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi para Pencipta dan/atau
Pemilik Hak Terkait, termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi dalam
bentuk jual putus (sold flat).

¢ Penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase atau
pengadilan, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana.

e Pengelola tempat perdagangan bertanggung jawab atas tempat penjualan
dan/atau pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di pusat tempat
perbelanjaan yang dikelolanya.

e Hak Cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek
jaminan fidusia.

e Menteri diberi kewenangan untuk menghapus Ciptaan yang sudah dicatatkan,
apabila Ciptaan tersebut melanggar norma agama, norma susila, ketertiban
umum, pertahanan dan keamanan negara, serta ketentuan peraturan
perundang-undangan.

e Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga
Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan atau Royalti.

e Pencipta dan/atau pemilik Hak Terkait mendapat imbalan Royalti untuk Ciptaan
atau produk Hak Terkait yang dibuat dalam hubungan dinas dan digunakan
secara komersial.

e Lembaga Manajemen Kolektif yang berfungsi menghimpun dan mengelola hak
ekonomi Pencipta dan pemilik Hak Terkait wajib mengajukan permohonan izin
operasional kepada Menteri.

e Penggunaan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam sarana multimedia untuk

merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Di tingkat Internasional, Indonesia telah ikut serta menjadi anggotadalam
Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan
Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup Trade Related Aspects of Intellectual

Property Rights (Persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Kekayaan

Intelektual) yang selanjutnya disebut TRIPs, melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1994.




Selain itu, Indonesia telah meratifikasi Berne Convention for the Protectionof
Artistic and Literary Works
(Konvensi Bern tentang Pelindungan Karya Seni dan Sastra) melalui Keputusan
Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan World IntellectualProperty Organization Copyright
Treaty (Perjanjian Hak Cipta WIPO) yang selanjutnya disebut WCT, melalui
Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997, serta World Intellectual Property
Organization Performances and Phonograms Treaty (Perjanjian Karya-Karya
Pertunjukan dan Karya-Karya Fonogram WIPQO) yang selanjutnya disebut WPPT,
melalui Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2004.

Penggantian Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan
Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dilakukan dengan
mengutamakan kepentingan nasional dan memperhatikan keseimbangan antara
kepentingan Pencipta, Pemegang Hak Cipta, ataupemilik Hak Terkait, dengan
masyarakat serta memperhatikan ketentuan dalam perjanjian internasional di bidang
Hak Cipta dan Hak Terkait.

LATAR BELAKANG UU HAK CIPTA

Pertimbangan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah:

e Bahwa hak cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan,
seni,dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung
pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana
diamanatkan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

e Bahwa perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra, sudah
demikian pesat sehingga memerlukan peningkatan pelindungan dan jaminan
kepastian hokum bagi pencipta, pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait;

e Bahwa Indonesia telah menjadi anggota berbagai perjanjian internasional di
bidang hak cipta dan hak terkait sehingga diperlukan implementasi lebih lanjut

dalam sistem hukum nasional agar para pencipta dan kreator nasional mampu

berkompetisi secara internasional;




e Bahwa Undang-Undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta sudah tidak
sesuaidengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga
perlu diganti dengan Undang-Undang yang baru;

e Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf
b, huruf ¢, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Hak Cipta.

KETENTUAN UMUM (pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

e Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis
berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan
dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

e Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri- sendiri
atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat
khas dan pribadi.

e Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan
sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi,
kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk
nyata.

e Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang
menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang
menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

e Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak
eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga
Penyiaran.

e Pelaku Pertunjukan adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-
sendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempertunjukkan suatu
Ciptaan.

e Produser Fonogram adalah orang atau badan hukum yang pertama kali
merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara

atau perekaman bunyi, baik perekaman pertunjukan maupun perekaman suara

atau bunyi lain.




e Kuasa adalah konsultan kekayaan intelektual, atau orang yang mendapat
kuasa dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait.

e Permohonan adalah permohonan pencatatan Ciptaan oleh pemohon kepada
Menteri.

e Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau
Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas
Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu.

e Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau
Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.

e Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum
nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau
pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk
menghimpun dan mendistribusikan royalti.

e Pembajakan adalah Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara
tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas
untuk memperoleh keuntungan ekonomi.

e Penggunaan Secara Komersial adalah pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk
Hak Terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari
berbagai sumber atau berbayar.

e Ganti rugi adalah pembayaran sejumlah uang yang dibebankan kepada pelaku
pelanggaran hak ekonomi Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik
Hak Terkait berdasarkan putusan pengadilan perkara perdata atau pidana yang
berkekuatan hukum tetap atas kerugian yang diderita Pencipta, Pemegang Hak

Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait.

PENGALIHAN HAK EKONOMI ( pasal 16

o Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud.
o Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun
sebagian karena:

e Pewarisan;
e Hibah;
e Wakaf;

Wasiat;



e Perjanjian tertulis; atau
e Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.

PENCIPTA ( pasal 31

Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai Pencipta,
yaitu Orang yang namanya:

e Disebut dalam Ciptaan;

e Dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan;

e Disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan; dan/atau

e Tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta.

CIPTAAN YANG DILINDUNGI ( pasal 40

» Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan,
seni, dan sastra, terdiri atas:

a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua
hasil karya tulis lainnya;

b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;

c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu
pengetahuan;

d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;

e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;

f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran,
kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;

g. karya seni terapan;

h. karya arsitektur;

I. peta;

j.  karya seni batik atau seni motif lain;

k. karya fotografi;

Potret;




m. karya sinematografi,
n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi,
aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
0. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi
ekspresi budaya tradisional,
p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca
dengan Program Komputer maupun media lainnya;
g. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut
merupakan karya yang asli;
r. permainan video; dan
s. Program Komputer.
» Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dilindungi sebagai
Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.
» Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk
pelindungan terhadap Ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman
tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan

Penggandaan Ciptaan tersebut.

MASA BERLAKU HAK EKONOMI ( pasal 58 )

» Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan:

a. buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;

b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;

c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu
pengetahuan;

d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;

e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;

f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran,
kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;

g. karya arsitektur;

h. peta; dan

I. karya seni batik atau seni motif lain,




berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun
setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki oleh 2 (dua) orang
atau lebih, pelindungan Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal
dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya,
terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Pelindungan Hak Cipta atas
Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dimiliki atau dipegang
oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan

Pengumuman.

MASA BERLAKU HAK EKONOMI ( pasal 59)

» Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan:
a. karya fotografi;

Potret;

karya sinematografi;

permainan video;

Program Komputer,

-~ ® oo T

perwajahan karya tulis;

teriemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi,

Q

aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;

h. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi
budaya tradisional;

i. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca
dengan Program Komputer atau media lainnya; dan

j. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut
merupakan karya yang asli, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak

pertama kali dilakukan Pengumuman.

Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan berupa karya seni terapan berlaku selama 25

(dua puluh lima) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.




PENYELESAIAN SENGKETA (pasal 95

Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian
sengketa, arbitrase, atau pengadilan.

Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pengadilan
Niaga. Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud ayat (2)
tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta. Selain pelanggaran
Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak
yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian

sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.

(pasal 99)

Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan
ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak
Terkait. Gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh
dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya
yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait. Selain gugatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik
Hak Terkait dapat memohon putusan provisi atau putusan sela kepada Pengadilan
Niaga untuk:
e Meminta penyitaan Ciptaan yang dilakukan Pengumuman atau Penggandaan,
dan/atau alat Penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan Ciptaan hasil
pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait; dan/atau

¢ Menghentikan kegiatan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau

Penggandaan Ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan
produk Hak Terkait.
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MEREK

Merek atau brand adalah suatu tanda atau simbol yang terdiri dari nama,
istilah,gambar, logo, lambang, desain atau kombinasi dari semua itu yang ditujukan
untuk mengidentifikasi, mendefinisi atau memberi identitas kepada suatu barang atau
layanan (jasa) dari suatu penjual serta membedakannya dari pesaing.
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Menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis,
menyebutkan bahwa merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-
huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang
memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau
jasa. Merek merupakan suatu tanda pengenal dalam kegiatan perdagangan barang
atau jasa yang sejenis dan sekaligus merupakan jaminan mutunya bila dibandingkan
dengan produk barang atau jasa sejenis yang dibuat pihak lain. Merek mengandung
janji perusahaan untuk secara konsisten memberikan ciri, manfaat, dan jasa tertentu
kepada pembeli.
Berikut definisi dan pengertian merek dari beberapa sumber buku :
e Menurut Kotler dan Armstrong (2008), merek adalah nama, istilah, tanda,
lambang, atau desain atau kombinasi dari semua ini yang memperlihatkan

identitas produk atau jasa dari satu penjual atau sekelompok penjual dan

membedakan produk itu dari produk pesaing.




Menurut Tjiptono (2008), merek adalah logo, instrument legal (hak
kepemilikan), perusahaan, shorthand notation, risk reducer, positioning,
kepribadian, rangkaian nilai, visi, penambah nilai, identitas, citra, relasidan
evolving entity.

Menurut Simamora (2001), merek adalah nama, tanda, simbol, desain atau
kombinasinya yang ditunjukan untuk mengidentifikasi dan mendefenisi barang
atau layanan suatu penjual dari barang dan layanan penjual lain.

Menurut Rangkuti (2002), merek adalah nama dan simbol yang bersifat
membedakan (seperti sebuah logo, cap atau kemasan) dengan maksud
mengidentifikasi barang dan jasa dari seorang penjual atau sebuah kelompok
penjual tertentu.

Menurut Alma (2007), merek adalah suatu tanda atau simbol yang
memberikan identitas suatu barang atau jasa tertentu yang dapat berupa kata-
kata, gambar atau kombinasi keduanya.

BAGIAN — BAGIAN MEREK

Menurut Kotler dan Keller (2009), suatu merek umumnya terdiri dari beberapa bagian,

yaitu :
v

Nama merek (brand name), adalah sebagian dari merek

dan yang diucapkan.

Tanda merek (brand merk), adalah sebagian dari merekyang dapat dikenal,
tetapi tidak dapat diucapkan, seperti lambang, desain, huruf, atau warna
Khusus.

Tanda merek dagang (trademark), adalah merek atau sebagian dari merek
yang dilindungi hukum karenakemampuannya menghasilkan sesuatu yang
istimewa.

Hak cipta (copyright), adalah hak istimewa yangdilindungi undang-undang

untuk memproduksi,menertibkan, dan menjual karya tulis, karya musik, atau

karya seni.




FUNGSI DAN MANFAAT MEREK

Merek berfungsi untuk memberi identitas pada barang atau jasa dan berfungsi
menjamin kualitas suatu barang dan jas bagi konsumen. Merek juga berfungsi sebagai
penbeda dari produk barang atau jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum
dengan produk barang atau jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum lain.

Menurut Saidin (2004), fungsi merek antara lain adalah sebagai berikut:

» Fungsi indikator sumber. Merek berfungsi untuk menunjukkan bahwa suatu
produk bersumber secara sah pada suatu unit usaha dan karenanya juga
berfungsi untuk memberikan indikasi bahwa produk itu dibuat secara
profesional.

» Fungsi indikator kualitas. Merek berfungsi sebagai jaminan
kualitaskhususnya dalam kaitan dengan produk-produk bergengsi.

» Fungsi sugestif. Merek memberikan kesan akan menjadi kolektor produk

tersebut.

Menurut Tjiptono (2005), manfaat merek adalah sebagai berikut:

» Sarana identifikasi untuk mempermudah proses penanganan atau pelacakan
produk bagi perusahaan, terutama dalam pengorganisasian sediaan dan
pencatatan akuntansi.

» Bentuk proteksi hukum terhadap fitur atau aspek produk yang unik. Merek bisa
diproteksi melalui merek dagang terdaftar (registered trade marks), proses
pemanufakturan bisa dilindungi melalui hak paten, dan kemasan bisa diproteksi
melalui hak cipta (copyrights) dan desain. Hak-hak properti intelektual ini
memberikan jaminan bahwa perusahaan dapat berinvestasi dengan aman
dalam merek yang dikembangkannya dalam meraup manfaat dari riset bernilai
tersebut.

» Signal tingkat kualitas bagi para pelanggan yang puas, sehingga mereka bisa
dengan mudah memilih dan membelinya lagi di lain waktu. Loyalitas merek
seperti ini menghasilkan predictability dan security permintaan bagi

perusahaan dan menciptakan hambatan masuk yang menyulitkan perusahaan

lain untuk memasuki pasar.




» Sarana menciptakan asosiasi dan makna unik yang membedakan produk dari
para pesaing.

» Sumber keunggulan kompetitif, terutama melalui perlindungan hukum, loyalitas
pelanggan, dan citra unik untuk yang terbentuk dalam benak konsumen.

» Sumber financial returns, terutama menyangkut pendapatan masa datang.

ENIS — JENIS MEREK

Menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, secara umum merek
terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:

a. Merek Dagang, vyaitu merek yang digunakan pada barang yang
diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama
atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.

b. Merek Jasa, yaitu merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh
seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum
untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

c. Merek Kolektif, yaitu merek yang digunakan pada barang dan atau jasa
dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang
atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang

danatau jasa sejenis lainnya.

Berdasarkan wujudnya, merek dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu :

a. Merek lukisan. Bentuk ini mempunyai daya pembeda dalam wujud lukisan
atau gambar antara barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa yang
lain yang sejenis. Contoh: merek cat Kuda Terbang, yaitu lukisan atau gambar
kuda bersayap yang terbang.

b. Merek kata. Merek ini mempunyai daya pembeda dalam bunyi kata antara
barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa yang lain yang sejenis.
Contoh: Pepsodent untuk pasta gigi, Ultraflu untuk obat flu, Toyota untuk
mobil.

c. Merek huruf atau angka. Bentuk ini mempunyai daya pembeda dalam wujud

huruf atau angka antara barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa

yang lain yang sejenis. Contoh: ABC untuk kecap dan sirup, 555 untuk buku




d. Merek nama. Bentuk ini mempunyai daya pembeda dalam wujud nama antara
barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa yang lain yang sejenis.
Contoh: Louis Vuiton untuk tas, Vinesia untuk dompet.

e. Merek kombinasi. Bentuk ini mempunyai daya pembeda dalam wujud
lukisan/gambar dan kata antara barang atau jasa yang satu dengan barang
atau jasa yang lain yang sejenis. Contoh: jamu Nyonya Meneer yang
merupakan kombinasi gambar seorang nyonya dan kata-kata nyonya Meneer.

Menurut Harahap (1996), berdasarkan tingkatannya merek dibagi menjadi tiga

tingkatan, yaitu:

a. Merek biasa (normal marks)
Merek biasa adalah merk yang tidak memiliki reputasi tinggi. Merek yang
berderajat biasa ini dianggap kurang memberi pancaran simbolis gaya hidup,
baik dari segi pemakaian dan teknologi. Masyarakat atau konsumen melihat
merk tersebut kualitasnya rendah. Merk ini dianggap tidak memiliki drawing
power yang mampu memberi sentuhan keakraban dan kekuatan mitos (mysical
power) yang sugesif kepada masyarakat dan konsumen dan tidak mampu
membentuk lapisan pasar dan pemakai.

b. Merek terkenal (well known mark)
Merek terkenal biasa disebut sebagai well known mark. Merek jenis ini memiliki
reputasi tinggi karena lambangnya memiliki kekuatan untuk menarik perhatian.
Merek yangdemikian itu memiliki kekuatan pancaran yang memukau dan
menarik, sehingga jenisbarang apa saja yang berada dibawah merek ini
langsung menimbulkan sentuhankeakraban (familiar attachment) dan ikatan
mitos (famous mark).

c. Merek termashyur (famous mark)
Tingkat derajat merek yang tertinggi adalah merek termasyur. Derajat merek

termahsyurpun lebih tinggi daripada merek biasa, sehingga jenis barang apa

saja yang berada dibawah merek ini langsung menimbulkan sentuhan mitos.
Oleh karena definisitersebut bagi yang mencoba, besar sekali
kemungkinannya akan terjebak dengan perumusan tumpang tindih merek

terkenal.




TAHAPAN PERKEMBANGAN MEREK

Menurut Rangkuti (2008), sebuah merek biasanya mengalami beberapa fase atau

tahapan perkembangan, yaitu sebagai berikut:

a)

b)

d)

Produk yang tidak memiliki merek (unbranded goods)

Pada tahap ini, produk dikelola sebagai komoditi sehingga merek hampir tidak
diperlukan. Kondisi ini sangat mendukung apabila permintaan (demand) lebih
banyak dibandingkan dengan dengan pasokan (supply) yang biasanya sering
terjadi dalam situasi perekonomian yang bersifat monopolistic. Contoh: beras
murah, BBM, obat generik dll.

Merek yang dipakai sebagai referensi (brand as reference)

Pada tahap ini sudah terjadi persaingan sedikit-sedikit, meskipun tingkatnya
belum begitu ketat. Persaingan ini merangsang produsen untuk membuat
diferensiasi produk yang dihasilkan. Tujuannya adalah agar produk yang ia
hasilkan memiliki perbedaan dari produk perusahaan lain. Contoh: sepatu
olahraga, sepatu ke kantor, buku tulis, buku gambar dll.

Merek sebagai personality

Pada tahap ini, diferensiasi antar merek berdasarkan atribut fungsi menjadi
semakin sulit menjadi semakin sulit dilakukan. Karena hampir sebagian
perusahaan melakukan kegiatan yang sama. Untuk membedakan produk yang
dihasilkan dari produk pesaing, perusahaan melakukan tambahan nilai-nilai
personality pada masing-masing merek. Contoh: sabun mandi kesehatan,
sabun mandi untuk bayi dll.

Merek sebagai simbol (icon)

Pada tahap ini, Merek menjadi milik pelanggan. Pelanggan memiliki
pengetahuan yang lebih mendalam mengenai merek yang ia gunakan. Pada
umumnya merk yang masuk pada tahap ini sudah bersifat internasional dan
pelanggan yang menggunakan merk ini dapat mengekspresikan dirinya atau
dapat menunjukkan jati dirinya. Contoh: rokok Marlboro.

Merek sebagai sebuah perusahaan

Iklan pada tahap ini memiliki identitas yang sangat kompleks dan lebih bersifat
interaktif, sehingga pelanggan dapat dengan mudah menghubungi merek.

Karena merek perusahaan tersebut merupakan wakil perusahaan sehingga

merek=perusahaan, semua direksi dan




f)

karyawan memiliki persepsi yang sama tentang merek yang dimilikinya.
Komunikasi yang keluar dari perusahaan telah terintegrasi ke semua lini
kegiatan operasional, sehingga informasi mengalir secara lancar baik dari
manajemen ke pelanggan maupun sebaliknya, dari pelanggan ke manajemen.
Contohnya, Microsoft Software dimana pelanggan dapat berkomunikasi secara
langsung setiap saat melalui internet dengan perusahaan, begitu juga
sebaliknya perusahaan dapat menginformasikan produknya kepada pelanggan
kapan saja.

Merek sebagai kebijakan moral

Saat ini hanya ada beberapa perusahaan yang telah berada pada tahap ini,
yaitu perusahaan yang telah mengoperasikan kegiatannya secara transparan
baik mulai dari bahan baku yang digunakan, proses produksi, dan
operasionalnya sampai produk maupun jasa dan pelayanan purna jualnya
kepada pelanggan. Informasi disampaikan secara transparan, jelas dan tidak
ada yang ditutup-tutupi secara etika bisnis, sosial maupun politisnya.

Contohnya adalah iklan Body Shop dan Benetton.
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RAHASIA DAGANG

Rahasia Dagang dikenal juga dengan sebutan Undisclosed Information
(WTO/TRIPs) atau Confidential Information (Inggris), atau Trade Secret(Amerika), dan
Indonesia menyebutnya RahasiaDagang, yang merupakan alih bahasa dari Trade
Secret. Adanyapenamaan yang berbeda ini tidak membedakan pemahaman yang
terkandung di dalamnya. Khusus Indonesia penerapannya hanya diberlakukan pada
informasi bisnis. Tidak untuk misalnya perselingkuhan selebritis.

Rahasia dagang sebagai bagian dari sistem Hak Kekayaan Intelektual patut
diberi perlindungan sebagaimana obyek HKI lainnya. Perlindungan rahasia dagang
diatur dalam Undang-Undang No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Rahasia
Dagang berkembang mengikuti industrialisasi dan budaya yang bersifat kompetitif dan
individualistik. Rahasia dagang pada masyarakat barat dianggap sebagai "private
rights” karena rahasia yang dihasilkan dari intelektualitas manusia yang telah
berkorban mengunakan pikiran, tenaga, dan biaya yang tinggi. Sebaliknya budaya
timur menganggap rahasia dagang sebagai "public rights” yang merupakan milik
bersama. Perbedaan ini tidak mendukung perlindungan terhadap rahasia dagang
pada umumnya.

Konsepsi rahasia dagang sudah dikenal oleh bangsa Cina sekitar 3000 tahun
sebelum masehi. Hal ini dapat diketahui dari legenda bangsa Cina yang memberi
gelar Putri Hsi-Ling-Shih, isteri kaisar kuning sebagai Dewi Sutra. Pada setiap awal
musim semi Putri memimpin upacara pembuatan sutra. Kerahasiaan teknik dan
proses pembuatan sutra dijaga ketat oleh kerajaan. Barangsiapa membuka rahasia
itu atau menyelundupkan kepompong atau telur ulat sutra ke luar Cina akan dihukum
mati. Mereka menjaga rahasia itu selama lebih dari 2000 tahun sesudahnya.

Kasus-kasus awal mengenai rahasia dagang terjadi di Inggris sekitar abad 18,
menyangkut rahasia resep obat-obatan dalam kaitannya dengan persaingan bisnis.
Di Amerika pada awal abad 19 undang-undang rahasia dagang mengakomodasi
rahasia-rahasia bisnis, persaingan, teknologi dan pola-pola managemen pekerjaan.
Amerika mengadopsi masalah rahasia dagang atau trade secret dari common law

Inggris yang menyangkut perlindungan melalui doktrin-doktrin yang dibuat oleh hakim

melalui yurisprudensi dalam perkara yang menyangkut rahasia.




Sebagai negara berkembang, Indonesia perlu mengupayakan adanya
persaingan yang tangguh dikalangan dunia usaha. Hal itu sejalan dengan kondisi di
bidang perdagangan dan investasi. Daya saing semacam itu telah lama dikenal dalam
sistem Hak Kekayaan Intelektual, misalnya Paten. Dalam Paten, sebagai imbalan atas
hak ekslusif yang diberikan oleh negara, penemu harus mengungkapkan temuan atau
invensinya. Namun, tidak semua penemu atau kalangan pengusaha bersedia
mengungkapkan temuan atau invensinya itu. Mereka ingin tetap menjaga kerahasiaan
karya intelektual mereka. Di Indonesia, masalah kerahasiaan itu terdapat di dalam
beberapa aturan yang terpisah, yang belum merupakan satu sistem aturan terpadu.

Kebutuhan akan perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang sesuai pula
dengan salah satu ketentuan dalam Agreement on Trade Related Aspects of
Intellectual Property Ringhts (Persetujuan TRIPsS) yang merupakan lampiran dari
Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan
Organisasi Perdagangan Dunia), sebagaimana telah diratifikasi oleh Indonesia
dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994, Adanya perlindungan tersebut akan
mendorong lahirnya temuan atau invensi baru yang meskipun diperlakukan sebagai
rahasia, tetap mendapat perlindungan hukum, baik dalam rangka kepemilikan,
pengusaan maupun pemanfaatannya oleh penemuanya.

Untuk mengelola administrasi Rahasia Dagang pada saat ini Pemerintah
menunjuk Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia c.q. Direktorat Jenderal
Hak Kekayaan Intelektual untuk melakukan pelayanan di bidang Hak Kekayaan
Intelektual. Mengingat cukup luasnya tugas dan tanggung jawab tersebut, tidak
tertutup kemungkinan pada waktu yang akan datang, Direktorat Jenderal yang
membidangi Hak Kekayaan Intelektual ini berkemang menjadi suatu badan lain yang
bersifat mandiri dilingkungan Pemerintah, termasuk mandiri dalam pengelolaan
keuangan.

Rahasia Dagang merupakan masalah HKI yang pelik terutama
darisegienforcement. Konsep perlindungan hak rahasia dagang sebagaimana hak
kekayaan intelektual lainnya adalah melindungi hak milik dari tindakan orang lain yang
mempergunakannya tanpa hak. Sebagaimana kita ketahui bahwa rahasia dagang
adalah informasi yang tidak diketahui secara umum atau diketahui secara terbatas

oleh pihak-pihak tertentu tentang hal-hal yang menyangkut dagang. Informasi dagang

ini perlu diproteksi kerahasiaannya karena :




a. secara moral memberikan penghargaan kepada pihak yang menemukan;
b. secara materi memberikan insentif

Perlindungan rahasia dagang diberikan apabila suatu informasi dianggap
bersifat rahasia. Rahasia artinya suatu informasi yang tidak diketahui secara umum.
Informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang
menguasainya telah melakukan langkah - langkah yang layak dan patut. Layak dan
patut adalah semua langkah yang memuat ukuran kewajaran, kelayakan dan
kepatutan yang harus dilakukan. Misalnya dalam suatu perusahaan ada prosedur
baku cara penyimpanan arsip-arsip yang dirahasiakan. Adanya perjanjian
kerahasiaan yang ditandatangani oleh karyawan ketika awal penerimaan pegawai
atau pekerja yang berkerja di lingkungan rahasia itu dioperasionalkan sehingga
rahasia itu benar-benar terlindungi.

UU 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang disahkan Presiden Abdurrahman
Wahid pada tanggal 20 Desember 2000 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 30 tahun
2000 tentang Rahasia Dagang diundangkan di Jakarta oleh Sekretaris Negara Djohan
Effendi pada tanggal 20 Desember 2000. UU 30/2000 tentang Rahasia Dagang untuk
memenuhi perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang sesuai dengan ketentuan
dalam Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Ringhts
(Persetujuan TRIPs), lampiran dari Agreement Establishing the World Trade
Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia),
sebagaimana telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994.

Dasar hukum Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

adalah:

e Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945:

ablishina _the World ade Organjzation (Persetujvuan Pembentukan

Organisasi Perdagangan Dunia). (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564).

e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817).




Pertimbangan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

adalah:

e Bahwa untuk memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup
perdagangan nasional dan internasional perlu diciptakan iklim yang mendorong
kreasi dan inovasi masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum
terhadap Rahasia Dagang sebagai bagian dari sistem Hak Kekayaan
Intelektual;

e Bahwa Indonesia telah meratifikasi Agreement Establishing the World Trade
Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)
yang mencakup Agreement an Trade Related Aspects of Intellectual Property
Rights (Persetujuan TRIPs) dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994
sehingga perlu diatur ketentuan mengenai Rahasia Dagang;

e Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
b, perlu dibentuk Undang-undang tentang Rahasia Dagang;

KETENTUAN UMUM (pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

e Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum dibidang
teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam
kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.

e Hak Rahasia Dagang adalah hak atas rahasia dagang yang timbul berdasarkan
Undang-undang ini.

e Menteri adalah Menteri yang membawahkan Departemen yang salah satu
lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang Hak Kekayaan
Intelektual, termasuk Rahasia Dagang.

e Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang
berada di bawah Departemen yang dipimpin oleh Menteri.

e Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang Hak Rahasia Dagang
kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak
(bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Rahasia

Dagang yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat

tertentu.




DEFINISI RAHASIA DAGANG

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang
mendefinisikan Rahasia Dagang sebagai informasi :

a) di bidang teknologi atau bisnis;

b) tidak diketahui umum;

c) mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha,

d) dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.
Dari definisi ini dapat diketahui dua hal penting yaitu mengenai informasi yang bersifat

rahasia dan tidak diketahui umum.

RUANG LINGKUP RAHASIA DAGANG

a. Subyek Rahasia dagang adalah pemilik rahasia dagang. Pemilik rahasia
dagang memiliki hak untuk :

1. Menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya;

2. Memberi lisensi kepada pihak lain atau melarang pihak lain untuk
menggunakan Rahasia Dagang atau mengungkapkan Rahasia Dagang itu
kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.

b. Obyek ruang lingkup rahasia dagang menurut undang-undang No. 30 Tahun
2000 Pasal 2 meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan
atau informasi lain di bidang tekhnologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai
ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Misalnya Coca-cola
menggunakan rahasia dagang vyaitu informasi teknik senyawa untuk
melindungi formulanya, bukan paten. Hal ini untuk menghindari adanya batas
waktu. Kalau formula dilindungi hak paten maka, akan berakhir paling lama 20
tahun. Pada saat ini usia Coca Cola sudah lebih dari 100 tahun, hak ini karena
formulanya dilindungi dengan rahasia dagang. Metode produksi misalnya
teknologi pemrosesan anggur, formula ramuan rokok. Di bidang lain, misalnya

informasi non teknik. Data mengenai pelanggan, data analisis, administasi

keuangan, dll.




HAK PEMILIK RAHASIA DAGANG (Pasal 4)

Pemilik Rahasia Dagang memiliki hak untuk menggunakan sendiri Rahasia
Dagang yang dimilikinya; memberikan Lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk
menggunakan Rahasia Dagang atau mengungkapkan Rahasia Dagang itu kepada
pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.

PENGALIHAN HAK DAN LISENSI (pasal 5

Hak Rahasia Dagang dapat beralih atau dialihkan dengan :

e pewarisan;

e hibah;

e Wwasiat;

e perjanjian tertulis; atau

e sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.
Pengalihan Hak Rahasia Dagang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai
dengan dokumen tentang pengalihan hak.Segala bentuk pengalihan Hak Rahasia
Dagang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dicatatkan pada Direktorat
Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.
Pengalihan Hak Rahasia Dagang yang tidak dicatatkan pada Direktorat Jenderal tidak
berakibat hukum pada pihak ketiga. Pengalihan Hak Rahasia Dagang sebagaimana
dimaksud dalam ayat (3) diumumkan dalam Berita Resmi Rahasia Dagang.

Pengalihan Hak Rahasia Dagang wajib didaftarkan pada Direktorat Jenderal
Hak Kekayaan Intelektual. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang Hak
Rahasia Dagang kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada
pembelian hak (izin) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu rahasia dagang
yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu.

Perjanjian pemberian lisensi/izin pada pihak lain untuk mempergunakan
Rahasia Dagang atau mengungkapkan Rahasia Dagang itu untuk kepentingan yang
bersifat komersial harus dibuat secara tertulis dan didaftarkan/dicatatkan pada
Direktorat Jenderal HKI.

Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat merugikanperekonomian di

Indonesia atau yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana

diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.




PELANGGARAN RAHASIA DAGANG

Pasal 13

Pelanggaran Rahasia Dagang juga terjadi apabila seseorang dengan sengaja
mengungkapkan Rahasia Dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari
kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang yang
bersangkutan.

Pasal 14

Seseorang dianggap melanggar Rahasia Dagang pihak lain apabila ia memperoleh
atau menguasai Rahasia Dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Perbuatan sebagiamana dimaksud dalam Pasal 13 tidak dianggap pelanggaran
Rahasia Dagang apabila; tindakan pengungkapan Rahasia Dagang atau
penggunaan ertahanan keamanan, kesehatan, atau keselamatan masyarakat;
tindakan rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan dari penggunaan Rahasia
Dagang milik orang lain yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan

pengembangan lebih lanjut produk yang bersangkutan.

PENYIDIKAN

Pasal 16

Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidik Pejabat Pegawai
Negari Sipil di lingkungan Departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawababnya
meliputi Hak Kekayaan Intelektual diberi wewenang khusus sebagai penyidik
sebagaimana dimaksud dalam Udnang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Rahasia Dagang.

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang:

e Melakukan pemeriksaan atas kebenaran pengaduan atau keterangan
berkenaan dengan tindak pidana di bidang Rahasia Dagang;
e Melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang melakukan tindak pidana di

bidang Rahasia Dagang;




e Meminta keterangan dan bahan bukti dari para pihak sehubungan dengan
peristiwa tindak pidana di bidang Rahasia Dagang;

e melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan dan dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana di bidang Rahasia Dagang;

¢ melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti
pembukuan, pencatatan dan dokumen lain;

¢ melakukan penyitaan terhadap bahan dan/atau barang hasil pelanggaran yang
dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Rahasia Dagang;
dan/atau

e meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak
pidana di bidang Rahasia Dagang.

Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam
melaksanakan tugasnya memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan
hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
Dalam hal penyidikan sudah selesai, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyampaikan hasil penyidikannya kepada
Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dengan

mengingat ketentuan Pasal 107 Undang-undang Hukum Acara Pidana.

KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Rahasia Dagang pihak
lain atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 atau Pasal 14
dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Tindak pidana sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) merupakan delik aduan.

WAKTU PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG

Rahasia dagang mempunyai sesuatu yang istimewa, yaitu lamanya waktu

perlindungan yang diberikan oleh undang-undang ini adalah tanpa batas

waktu.Namun, tanpa batas waktu ini mempunyai syaratyaitu sebagaimana tercan




dalam Pasal 3 yaitu bahwa rahasia dagang dilindungi bila informasi tersebut masih
bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya
semestinya. Ketiga syarat yang harus dipenuhi itu dapat diuraikan sebagai berikut :

a) Bersifat rahasia apabila informasi itu hanya diketahui oleh orang-orang
terbatas.

b) Informasi mempunyai nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi
tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha atau bisnis yang
komersial atau mendatangkan keuntungan bagi pemiliknya.

c) dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya

telah melakukan langkah-langkah yang layak.
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DESIGN INDUSTRI

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
menyebutkan bahwa Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi,
atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya
yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan
dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk
menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.
Beberapa istilah yang sering digunakan dalam Desain Industri antara lain :

e Pendesain: seseorang atau beberapa orang yang menghasilkan desain
industri.

e Hak Desain Industri: Hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada
pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan
sendiri, atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk
melaksanakannya.

e Lingkup Desain Industri
a. Desain Industri yang Dilindungi

Hak desain industri diberikan untuk desain industri yang baru, yaitu apabila
pada tanggal penerimaan permohonandesain industri tersebut tidak sama
dengan pengungkapan sebelumnya.
b. Desain Industri yang Tidak Dilindungi
Hak desain industri tidak dapat diberikan apabila suatu desain industri
bertentangan dengan: Peraturan perundang-undangan yang
berlaku;Ketertiban umum; Agama;
Bentuk perlindungan yang diberikan kepada Pemegang Hak Desain Industri adalah
hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan berhak
melarang pihak lain tanpa persetujuannya untuk membuat, memakai, menjual,
mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang telah diberikan Hak
Desain Industrinya. Sebagai pengecualian, untuk kepentingan pendidikan sepanjang
tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang Hak Desain Industrinya,
pelaksanaan hal-hal di atas tidak dianggap pelanggaran. Perlindungan terhadap Hak

Desain Industri diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak

tanggal penerimaan.




Desain Industri menurut UU No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri didefinisikan
sebagai suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna,
atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yangberbentuk tiga dimensi atau
dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga
dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk,
barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Berdasarkan Pasal 2 (1) dinyatakan bahwa Hak Desain Industri diberikan untuk
Desain Industri yang baru. Lalu Berdasarkan Pasal 2 (2) dinyatakan bahwa Desain
Industri dianggap baru apabila pada Tanggal Penerimaan, Desain Industri tersebut
tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.

Kemudian, berdasarkan Pasal 2 (3) pengertian mengenai pengungkapansebelumnya

adalah pengungkapan Desain Industri yang sebelum :

1. Tanggal penerimaan; atau
2. Tanggal prioritas apabila Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.

3. Telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.

Berdasarkan penjelasan pasal 2 (1) dan (2) terkadang dalam prakteknya banyak
pengusaha yang melakukan promosi terlebih dahulu atas produknya kemudian
menjual produknya ke pasaran sebelum Produk Desain Industrinya tersebut di
daftarkan. Sehingga, pemeriksa Desain Industri dari Kantor HKI biasanya akan
menemukan desainnya tersebut dan menyatakan bahwa desainnya tersebut sudah
tidak memiliki kebaharuan karena sudah di jual terlebih dahulu sebelum di daftarkan.
Oleh karena itu, para pengusaha yang akan memasarkan produk Desain Industrinya
hendaknya terlebih dahulu untuk mendaftarkan Desain Industrinya tersebut sebelum
mengkomersialkan produknya di pasaran.
Lalu berdasarkan Pasal 3 UU Desain Industri dijelaskan sebagai berikut :
Suatu Desain Industri tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu
paling lama 6 (enam) bulan sebelum Tanggal Penerimaannya, Desain Industri
tersebut :

1. telah dipertunjukkan dalam suatu pameran nasional ataupun internasional di

Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi.

2. telah digunakan di Indonesia oleh Pendesain dalam rangka percobaan

dengan tujuan pendidikan, penelitian, atau pengembangan.




Berdasarkan Pasal 3 ini, maka pemilik desain atau pendesain diberikan waktu 6 bulan
maksimal dari tanggal pertama kali mempublikasikan karyanya dalam suatu pameran
nasional ataupun internasional baik di dalam negeri ataupun di luar negeri dan
digunakandalam rangka riset oleh pendesainnya, jika akan mendaftarkan Desain
Industrinya tersebut di Kantor HKI. Oleh karena itu, jika waktunya lebih dari 6 bulan
maka akan menyebabkan Desain Industri tersebut sudah tidak baru dan sudah tidak
bisa untuk didaftarkan lagi.

Pasal 5 (1) UU No. 31 Tahun 2001 Tentang Desain Industri disebutkan bahwa
Perlindungan terhadap Hak Desain Industri diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh)
tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan. Berdasarkan pasal diatas, sebuah Desain
Industri yang telah lebih dari 10 tahun, maka Desain Industrinya tersebut sudah tidak
memiliki perlindungannya lagi (public domain) maka siapapun dapat menggunakan
Desain Industrinya tersebut tanpa memerlukan izin dari pemilik Desainnya.

Pasal 6 (1) dinyatakan bahwa yang berhak memperoleh Hak Desain Industri
adalah Pendesain atau yang menerima hak tersebut dari Pendesain. Berdasarkan
Pasal diatas, jika perusahaan ingin mendaftarkan sebuah desain kemasan produk,
maka harus ada surat pengalihan Hak dari Pendesain kepada Perusahaan sebagai
pihak yang akan mendaftarkan Desain Industrinya tersebut. Jika Desain Industri anda
akan didaftarkan melalui Jasa Konsultan Kekayaan Intelektual, maka Konsultan akan
memberikan template surat pengalihan hak (Assignment) untuk ditanda-tangani oleh
pemberi hak (pendesain) diatas materai 6.000 dan juga ditandatangani oleh penerima
hak (pemohon/perusahaan).

Pasal 6 (2) dinyatakan bahwa dalam hal Pendesain terdiri atas beberapa orang
secara bersama, Hak Desain Industri diberikan kepada mereka secara bersama,
kecuali jika diperjanjikan lain. Sebagai contoh jika sebuah desain produk dibuat oleh
3 orang pendesain, maka ke-3 orang tersebut harus disebutkan namanya sebagai
pendesain, namun jika ada perjanjian lain diantara masing-masing pihak maka bisa
saja salah satunya saja yang disebutkan nama pendesainnya.

Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi
garis atauwarna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk

tiga dimensi



atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola
tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk,
barang, komoditas industri atau kerajinan tangan.

Sebuah karya desain dianggap sebagai kekayaan intelektual karena
merupakan hasil buah pikiran dan kreativitas dari pendesainnya. Karena itulah, hal
tersebut dilindungi hak ciptanya oleh pemerintah melalui Undang-Undang No 31 Tahun
2000 tentang Desain Industri, yang salah satu di dalamnya mengatur tentang hak
desain industri. Hak desain industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara
Indonesia kepada pendesain atas hasil kerja kreasinya untuk selama waktu tertentu
melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk
melaksanakan hak tersebut.

Desain industri dapat didaftarkan jika desain industri tersebut :
Baru, apabila pada tanggal penerimaan permohonan pendaftaran desain industri

tersebut tidak sama dengan pengungkapan desain industri yangtelah ada
sebelumnya, Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan. Desain industri terdaftar
mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal

penerimaan permohonan pendaftaran desain industri.

Pelanggaran dan Sanksi
Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak membuat, memakai, menjual,

mengimpor, mengekspor dan mengedarkan barang yang diberi hak desain industri
tanpa persetujuan, dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda
paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Tindak pidana dalam desain

industri merupakan delik aduan.

Subjek dari Hak Desain Industri
Yang berhak memperoleh hak desain industri adalah pendesain atau yang menerima

hak tersebut dari pendesain. Dalam hal pendesain terdiri atas beberapa orang secara
bersama, hak desain industri diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali jika

diperjanjikan lain.



Jika suatu desain industri dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam
lingkungan pekerjaannya, atau yang dibuat orang lain berdasarkan pesanan,
pemegang hak desain industry adalah pihak yang untuk dan/atau dalam dinasnya
desain industri itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan
tidak mengurangi hak pendesain apabila penggunaan desain industri itu diperluas
sampai keluar hubungan dinas.

Jika suatu desain industri dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan
pesanan, orang yang membuat desain industri itu dianggap sebagai pendesain dan
pemegang hak desain industri, kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua pihak.

Pengalihan Hak dan Lisensi Desain Industri
Hak desain industri dapat beralih atau dialihkan dengan cara pewarisan, hibah, wasiat,

perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-
undangan. Pengalihan hak desain industri tersebut harus disertai dengan dokumen
tentang pengalihan hak dan wajib dicatat dalam daftar umum desain industri pada
Ditjen HKI dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan. Pengalihan hak desain industri yang tidak dicatatkan dalam daftar umum
desain industri tidak berakibat hukum pada pihak ketiga. Pengalihan hak desain

industri tersebut akan diumumkan dalam berita resmi desain industri.

Lisensi Hak Desain Industri

Pemegang hak desain industri dapat memberikan lisensi kepada pihak lain
berdasarkan perjanjian lisensi dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu untuk
melaksanakan hak desain industri dan untuk melarang orang lain yang tanpa
persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan/atau
mengedarkan barang yang di dalamnya terdapat seluruh atau sebagaian desain yang
telah diberi hak desain industri, kecuali jika diperjanjikan lain.

Perjanjian lisensi ini dapat bersifat ekslusif atau nonekslusif. Perjanjian lisensi
wajib dicatatkan dalam daftar umum desain industri pada Ditjen HKI dengan dikenai
biaya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perjanjian lisensi
ini kemudian diumumkan dalam berita resmi desain industri. Perjanjian lisensi yang

tidak dicatatkan tidak berlaku terhadap pihak ketiga.




Cara Mengajukan Permohonan Pendaftaran Desain Industri

1. Permohonan pendaftaran desain industri diajukan dengan cara mengisi
formulir yang disediakan untuk itu dalam bahasa Indonesia dan diketik rangkap
3 (tiga).

2. Pemohon wajib melampirkan:

e tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan;

e nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pendesain;

e nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemohon;

e nama dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui
kuasa; dan

e nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama Kkali,
dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.

3. Permohonan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya serta dilampiri
dengan:

e contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari desain industri yang
dimohonkan  pendaftarannya  (untuk  mempermudah  proses
pengumuman permohonan, sebaiknya bentuk gambar atau foto tersebut
dapat di-scan, atau dalam bentuk disket atau floppy disk dengan
program sesuai);

e surat kuasa khusus, dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa;
surat pernyataan bahwa desain industri yang dimohonkan
pendaftarannya adalah milik pemohon atau milik pendesain.

4. Dalam hal permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu
pemohon, permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu pemohon
dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para pemohon lain.

5. Dalam hal permohonan diajukan oleh bukan pendesain, permohonan harus
disertaipernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa pemohon
berhak atas desainindustri yang bersangkutan.

6. Membayar biaya permohonan sebesar Rp 300.000,00 untuk usaha kecil dan

menengah (UKM) serta Rp 600.000,00 untuk non-UKM untuk setiap

permohonan.
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Hak Paten
“hak yang diberikan oleh pemerintah kepada seseorang atau perusahaan atas
permohonannya untuk menikmati sendiri temuannya serta perlindungan terhadap
kemungkinan peniruan oleh pihak lain atas ciptaan atau temuannya itu” Kamus Besar
Bahasa Indonesia "Hak kepemilikan yang diberikan oleh pemerintah kepada
seseorang atas apa yang diciptakan disertai dengan perlindungan hukum terhadap
kemungkinan timbulnya pemalsuan oleh pihak lain (patent).” Otoritas Jasa Keuangan

Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan negara untuk para penemu atas
hasil temuannya di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu menjalankan sendiri
atau memberikan persetujuan pada pihak untuk untuk menjalankan penemuannya.
Dengan adanya hak paten, inventor diajak untuk membuka pengetahuan demi
kemajuan masyarakat dan juga sekaligus mendapat hak eksklusif atas penemuannya
selama periode waktu tertentu.

Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten, inventor adalah seorang
atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan
ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi. Invensi sendiri adalah ide inventor
yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di
bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan

pengembangan produk atau proses.

Perlindungan Paten
Perlindungan paten terdiri dari dua, yang meliputi :
o Paten. Paten diberikan pada hasil penemuan yang baru, yangmengandung
langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri.
o Paten sederhana. Paten sederhana diberikan pada setiap hasil penemuan
yang baru, yang berupa pengembangan dari produk atau yang proses yang

sudah ada, dan dapat diterapkan dalam industri.

Lama Waktu Berlakunya Paten
o Paten memiliki jangka waktu perlindungan selama 20 tahun sejak tanggal
penerimaan permohonan paten dan tidak dapat diperpanjang.
o Paten sederhana memiliki jangka waktu perlindungan selamalO tahun sejak
tanggal penerimaan permohonan patensederhana dan tidak dapat

diperpanjang.




Pelaksanaan Paten telah berlaku sejak ditetapkannya Undang-undang Nomr
14 tahun 2001 tentang Paten. Namun memerlukan penyesuaian substansial terhadap
perkembangan hukum di tingkat nasional maupun internasional. UU Paten yang baru
akan menyesuaikan dengan standar dalam Persetujuan tentang Aspek-Aspek
Dagang Hak Kekayaan Intelektual (Agreement on Trade-Related Aspects of
Intellectual Property Rights) yang selanjutnya disebut dengan persetujuan TRIPS.
Untuk itulah Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten ditetapkan
danmengganti UU 14 tahun 2001 tentang Paten.
Revisi UU Paten melalui pendekatan :
o optimalisasi kehadiran negara dalam pelayanan terbaik pemerintah di bidang
kekayaan intelektual;
o keberpihakan pada kepentingan Indonesia tanpa melanggar prinsip-prinsip
internasional;
o mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor
strategis ekonomi domestik dengan mendorong Invensi nasional di bidang
teknologi untuk mewujudkan penguatan teknologi; dan

o membangun landasan Paten nasional melalui pendekatan sistemik realisme
hokum pragmatis (pragmatic Legal Realism)

Pentingnya perubahan UU Paten dari UU 14 tahun 2001 tentang Paten menjadi UU
13 tahun 2014 tentang Paten adalah:

o Penyesuaian dengan sistem otomatisasi administrasi kekayaan intelektual
karena terkait dengan mekanisme pendaftaran Paten dapat diajukan secara
elektronik;

o Penyempurnaan ketentuan pemanfaatan Paten oleh Pemerintah;

o Pengecualian atas tuntutan pidana dan perdata untuk impor paralel (parallel
import) dan provisi bolar (bolar provision);

o Invensi berupa penggunaan kedua dan selanjutnya (second use dan second
medical use) atas Paten yang sudah habis masa pelindungan (public domain)
tidak diperbolehkan;

o Imbalan bagi peneliti Aparatur Sipil Negara sebagai inventor dalam hubungan

dinas dari hasil komersialisasi Patennya,




Penyempurnaan ketentuan terkait Invensi baru dan langkah inventif untuk
publikasi di Perguruan Tinggi atau lembaga ilmiah nasional;

Paten dapat dijadikan objek jaminan fidusia,

Menambah kewenangan Komisi Banding Paten untuk memeriksa permohonan
koreksi atas deskripsi, klaim, atau gambar setelah Permohonan diberi paten
dan penghapusan Paten yang sudah dibersi;

Paten dapat dialihkan dengan cara wakatf.

Ketentuan tentang pengangkatan dan pemberhentian ahli oleh Menteri sebagai
Pemeriksa;

Adanya mekanisme masa tenggang terkait pembayaran biaya tahunan atas
Paten;.

Pengaturan mengenai force majeur dalam pemeriksaan administratif dan
substantif Permohonan;

Pengaturan ekspor dan impor terkait Lisensi-wajib;

Terdapat mekanisme mediasi sebelum dilakukannya tuntutan pidana;
Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada industri nasional untuk
memanfaatkan Paten yang telah berakhir masa pelindungannya secara optimal
dan lepas dari tuntutan hukum dan kewajiban membayar Royalti; dan
Pemberian Lisensi-wajib atas permintaan negara berkembang (developing
country) atau negara belum berkembang(least developed country) yang
membutuhkan produk farmasi yang diberi Paten di Indonesia untuk keperluan
pengobatan penyakit yang sifatnya endemi, dan produk farmasi tersebut
dimungkinkan diproduksi di Indonesia,untuk diekspor ke negara tersebut.
Sebaliknya pemberian Lisensi-wajib untuk mengimpor pengadaan
produkfarmasi yang diberi Paten di Indonesia namun belum mungkin

diproduksi di Indonesia untuk keperluan pengobatanpenyakit yang sifatnya

endemi.




Latar Belakan

Pertimbangan disahkannya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten

adalah:

o

bahwa paten merupakan kekayaan intelektual yang diberikan oleh negara
kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang mempunyai
peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan
kesejahteraan umum;

bahwa perkembangan teknologi dalam berbagai bidang telah sedemikian pesat
sehingga diperlukan peningkatan pelindungan bagi inventor dan pemegang
paten;

bahwa peningkatan pelindungan paten sangat penting bagi inventor dan
pemegang paten karena dapat memotivasi inventor untuk meningkatkan hasil
karya, baik secara kuantitas maupun kualitas untuk mendorong kesejahteraan
bangsa dan negara serta menciptakan iklim usaha yang sehat;

bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten sudah tidak
sesuai dengan perkembangan hukum, baik nasional maupun internasional
sehingga perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
sampai dengan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang

Paten;

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

o

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas
hasil invensinya dibidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan
sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk
melaksanakannya.

Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan
pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau

proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.




Inventor adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama
melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan
Invensi.

Permohonan adalah permohonan Paten atau Paten sederhana yang diajukan
kepada Menteri.

Pemohon adalah pihak yang mengajukan Permohonan Paten.

Pemegang Paten adalah Inventor sebagai pemilik Paten, pihak yang menerima
hak atas Paten tersebut dari pemilik Paten, atau pihak lain yang menerima lebih
lanjut hak atas Paten tersebut yang terdaftar dalam daftar umum Paten.
Kuasa adalah konsultan kekayaan intelektual yang bertempat tinggal atau
berkedudukan tetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemeriksa Paten yang selanjutnya disebut Pemeriksa adalah pejabat
fungsional Aparatur Sipil Negara atau ahli yang diangkat oleh Menteri dan diberi
tugas serta wewenang untuk melakukan pemeriksaan substantif terhadap
Permohonan.

Tanggal Penerimaan adalah tanggal diterimanya Permohonan yang telah
memenuhi persyaratan minimum.

Hak Prioritas adalah hak Pemohon untuk mengajukan Permohonan yang
berasal dari negara yang tergabung dalam Konvensi Paris tentang
Pelindungan Kekayaan Industri (Paris Convention for the Protection of
Industrial Property) atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan
Dunia (Agreement Establishing the World Trade Organization) untuk
memperoleh pengakuan bahwa Tanggal Penerimaan di negara asal
merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari
kedua perjanjian itu selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu
yang telah ditentukan berdasarkan perjanjian internasional dimaksud.

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Paten, baik yang bersifat
eksklusif maupun non-eksklusif, kepada penerima lisensi berdasarkan
perjanjian tertulis untuk menggunakan Paten yang masih dilindungi dalam
jangka waktu dan syarat tertentu.

Komisi Banding Paten adalah komisi independen yang ada di lingkungan
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.




o Royalti adalah imbalan yang diberikan untuk penggunaan hak atas Paten.

o Imbalan adalah kompensasi yang diterima oleh pihak yang berhak memperoleh
Patenatas suatu Invensi yang dihasilkan, dalam hubungan kerja atau Invensi
yang dihasilkan baik oleh karyawan maupun pekerja yang menggunakan data
dan/atau sarana yang tersedia dalam pekerjaannya sekalipun perjanjian
tersebut tidak mengharuskannya untuk menghasilkan Invensi atau Pemegang
Paten atas Invensi yang dihasilkan oleh Inventor dalam hubungan dinas atau
Pemegang Paten dari Penerima Lisensi-wajib atau Pemegang Paten atas
Paten yang dilaksanakan oleh Pemerintah.

o Hari adalah hari kerja.

o Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang hukum.

PERMOHONAN PATEN

Syarat dan Tata Cara Permohonan

Pasal 24

Paten diberikan berdasarkan Permohonan. Permohonan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara tertulis
dalam bahasa Indonesia dengan membayar biaya. Setiap Permohonan diajukan
untuk satu Invensi atau beberapa Invensi yang merupakan satu kesatuan Invensi yang
saling berkaitan. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan

baik secara elektronik maupun non-elektronik.

Pasal 25
Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, paling sedikit memuat :
o tanggal, bulan, dan tahun surat Permohonan;
o hama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Inventor;
o hama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pemohon dalam hal Pemohon
adalah bukan badan hukum;
o hama dan alamat lengkap Pemohon dalam hal Pemohon merupakan badan
hukum;

o nama, dan alamat lengkap Kuasa dalam hal Permohonan diajukan melalui

Kuasa; dan




o nama negara dan Tanggal Penerimaan permohonan yang pertama kali dalam
hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri persyaratan :
o judul Invensi;
o deskripsi tentang Invensi;
o gambar yang disebutkan dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas
Invensi, jika Permohonan dilampiri dengan gambar;
o klaim atau beberapa klaim Invensi; d. abstrak Invensi;
o surat kuasa dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa;
o surat pernyataan kepemilikan Invensi oleh Inventor;
o surat pengalihan hak kepemilikan Invensi dalam hal Permohonan diajukan oleh
Pemohon yang bukan Inventor; dan
o surat bukti penyimpanan jasad renik dalam hal Permohonan terkait dengan
jasad renik.
Deskripsi tentang Invensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus
mengungkapkan secara jelas dan lengkap tentang bagaimana Invensi tersebut dapat
dilaksanakan oleh orang yang ahli di bidangnya. Klaim atau beberapa klaim Invensi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢c harus mengungkapkan secara jelas dan
konsisten atas inti Invensi, dan didukung oleh deskripsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3).

Persetujuan Bag. 2

Pasal 58
1. Menteri menyetujui Permohonan, jika berdasarkan hasil pemeriksaan
substantif, Invensi yang dimohonkan Paten memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 54.
2. Dalam hal Permohonan disetujui, Menteri memberitahukan secara tertulis
kepada Pemohon atau Kuasa bahwa Permohonannya diberi Paten.

3. Dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan

diberi Paten, Menteri menerbitkan sertifikat Paten.




4. Pemohon tidak dapat menarik kembali Permohonan atau melakukan perbaikan
deskripsi dan klaim dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

5. Paten yang telah diberikan dicatat dan diumumkan, kecuali Paten yang
berkaitan dengan kepentingan pertahanan dan keamanan negara.

6. Menteri dapat memberikan petikan atau salinan dokumen Paten kepada pihak

yang memerlukannya dengan dikenai biaya.

Pasal 59
1. Sertifikat Paten merupakan bukti hak atas Paten.
2. Hak atas Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lingkup
pelindungannya berdasarkan Invensi yang diuraikan dalam klaim.
3. Hak atas Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan

benda bergerak tidak berwujud.

Pasal 60
Pelindungan Paten dibuktikan dengan dikeluarkannya sertifikat Paten yang berlaku

surut sejak Tanggal Penerimaan.

Lisensi

Pasal 76

Pemegang Paten berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan
perjanjian Lisensi baik eksklusif maupun non-eksklusif untuk melaksanakan
perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19. Perjanjian Lisensi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat mencakup semua atau sebagian perbuatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19. Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) berlaku selama jangka waktu Lisensi diberikan dan berlaku di dalam

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.




Hak dan Kewajiban Pemegang Paten

Pasal 19
Pemegang Paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Paten yang dimilikinya
dan untuk melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya:

o dalam hal Paten-produk: membuat, menggunakan, menjual,
mengimpor,menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau
disewakan atau diserahkan produk yang diberi Paten; dan

o dalam hal Paten-proses: menggunakan proses produksi yang diberi
Patenuntuk membuat barang atau tindakan lainnya sebagaimana dimaksud
dalam huruf a.

Larangan menggunakan proses produksi yang diberi Paten sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, hanya berlaku terhadap impor produk yang semata-mata
dihasilkan dari penggunaan proses yang diberi pelindungan Paten. Dalam hal untuk
kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan, atau analisis, larangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikecualikan sepanjang tidak merugikan

kepentingan yang wajar dari Pemegang Paten dan tidak bersifat komersial.

Pengalihan Hak

Pasal 74
Hak atas Paten dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian
karena:

o pewarisan;

o hibah;

o wasiat;

o wakaf;

o perjanjian tertulis; atau

o sebab lain yang dibenarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan.




Pengalihan hak atas Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus
disertaidokumen asli Paten berikut hak lain yang berkaitan dengan Paten. Segala
bentuk pengalihan hak atas Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicatat
dan diumumkan dengan dikenai biaya. Terhadap pengalihan hak atas Paten yang
tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan
ayat (3), segala hak dan kewajiban masih melekat pada Pemegang Paten. Ketentuan
mengenai syarat dan tata cara pencatatan pengalihan Paten diatur dengan Peraturan

Pemerintah.

PENGHAPUSAN PATEN

Pasal 130
Paten dihapuskan sebagian atau seluruhnya karena:
o permohonan penghapusan dari Pemegang Paten dikabulkan oleh Menteri;

o putusan pengadilan yang menghapuskan Paten dimaksud telah mempunyai
kekuatan hukum tetap;

o putusan penghapusan Paten yang dikeluarkan oleh Komisi Banding Paten;
atau

o Pemegang Paten tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan.

Tata Cara Gugatan

Pasal 144
Gugatan didaftarkan kepada Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal
atau domisili tergugat. Dalam hal salah satu pihak bertempat tinggal di luar wilayah
Indonesia, gugatan didaftarkan kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Ketua
Pengadilan Niaga menetapkan hari sidang dalam waktu paling lama 14 (empat belas)
hari sejak tanggal gugatan didaftarkan.

Sidang pemeriksaan atas gugatan dimulai dalam waktu paling lambat 60 (enam
puluh) hari sejak tanggal gugatan didaftarkan. Juru sita melakukan pemanggilan para
pihak paling lama 14 (empat belas) hari sebelum siding pemeriksaan pertama

diselenggarakan.



Pasal 145
Dalam pemeriksaan gugatan terhadap proses yang diberi Paten, kewajiban
pembuktian dibebankan kepada pihak
tergugat jika:
1. produk yang dihasilkan melalui proses yang diberi Paten dimaksud merupakan
produk baru; atau
2. produk diduga merupakan hasil dari proses yang diberi Paten, meskipun telah
dilakukan upaya pembuktian yang cukup, Pemegang Paten tetap tidak dapat
menentukan proses yang digunakan untuk menghasilkan produk dimaksud.

Dalam melakukan pemeriksaan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pengadilan Niaga berwenang :

1. memerintahkan kepada Pemegang Paten untuk terlebih dahulu menyampaikan
salinan sertifikat Paten bagi proses yang bersangkutan dan bukti awal yang
menjadi dasar gugatannya; dan

2. memerintahkan kepada pihak tergugat untuk membuktikan bahwa produk yang

dihasilkannya tidak menggunakan proses yang diberi Paten.

Dalam melakukan pemeriksaan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2), hakim wajib menjaga kepentingan tergugat untuk memperoleh
pelindungan terhadap proses yang telah diuraikan di persidangan. Dalam melakukan
pemeriksaan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), hakim atas
permintaan para pihak dapat menetapkan agar persidangan dinyatakan tertutup untuk

umum.

KETENTUAN PIDANA

Pasal 161
Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 untuk Paten, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).



Pasal 162

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 untuk Paten sederhana, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 163

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161
dan/atau Pasal 162, yang mengakibatkan gangguan kesehatan dan/atau lingkungan
hidup, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda
paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161

dan/atau Pasal 162, yang mengakibatkan kematian manusia, dipidana dengan pidana

penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).
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